PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

JL. Raya Padang-Painan Pasar Baru Telp (0756) 441611

KEPUTU AT BAY
Nomor : 460/03 /Kpts/CBY /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2023-2025

CAMAT BAYANG

Bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang
perlindungan anak di Kecamatan Bayang, maka periu
implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang
tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan
Bayang pericde 2023-2025.
Menetapkan 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam |
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lem! 1
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 29§) .
undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (L
Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 77) Jo U
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Re
Tahun 1958 Nomor 108), Tambahan L
Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tent
Manusia (Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Re
Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tenta
Anak (Lembaran Negara Republik [ndon
Nomor 109, Tambahan Lembaran Nega 3
Nomor 4235), sebagaimana telah diubal
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Tahun 2016 tentang Perubahan Fedua é&
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlind
AT «undang_(Lembaran Negara Repu
Nomor 237. Tambahan Lembar
nor 5946):

Menimbang

p
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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) a2

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4419,

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan Antara Pemenntah Pu.at dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438},

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 64, T-mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan !

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ne
Lembaran Negara Republik Indonesia No:

9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia °
181, Tambahan Lembaran Negara Repub
4928 )

10.Undang-undang Nomor 52 Tahu
Perkembangan Kependudukan dan )2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taht
161, Tambahan Lembaran Negara Republik i
5080);

11.Undang-undang Nemor 23 Tahun 20 14 t
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar:
Nomor 5578) , sebagaimana telah diu
terakhir dengan Undang-undang No
tentang Perubahan Kedua atas Undai
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daer
Republik Indonesia Tahun 2015 N
Lembaran Negara Republik Indonesia T:

12.Undang-undang Pemeiintah Nomor 30
Administrasi Pemerintah (Lembara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Negara Republik Indonesia Nomor 560
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan  dan  Kerjasama Pemulihan  Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

15.Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4786);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak
yang menjadi Korban atau Pelaku pornogafi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 -
319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indc
5614); - .

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg i
Daerah (Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 6041);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
Peaksanaan Restribusi bagi Arak yang n
Tindak Pidana (Lembaran Negara Republ
2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 6131); ‘

20.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tak
Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lemba
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6132);

21.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
Hak Anak; H

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkata
Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di

23.Peraturan Menteri Negara Pemberday
Perlindungan Anak Nomor 4 Ta
Kebijaksanaan Partisipasi Anak dalam

24 Peraturan Menteri Negara Pember

Perlindungan Anak Nomor 11 Te

o o s
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25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten /Kota Layak Analk,

26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaten /Kota [ayak Anak;

27 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan
Evaluasi Kabupaten/Kota layak Anak;

27 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan
Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

28 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

31.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

32 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

33.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
pokok, Fungsi, tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU - Membentuk  Kepengurusan
Kecamatan Bayang Kabupaten
mempunyai tugas
mempersiapkan,
melaksanakan Kkegiatan
anak dalam pembangu
Kecamatan Bayang Kabt

KEDUA . Forum Anal Kecam
Pesisir Selatan mem
mempersiapkan, -
melaksanakan kegiata
anak dalam pembe
Kecamatan Bayang
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: Keputusan Camat Bayang

: 460/03/Kpts/CBY-PS/2023
: 09 Maret 2013

No NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM
LOMSRISS AL | o peindung
2 | SATMA RIZAL Danramil | LA
3 | M.THAMRIN AR Kapolsek ! “

4 _|1BNU ABAS,S.Pd. | Ketua MUI Bayang | Panasehat

S | PET MADANI S Ap  Anggota DFRD | e O
6 |IRZALSE | Anggota DPRD i e e
7__| SYAKYAKIRTI,SE Sekretaris Kecamatan | ¢

8 | ALKISMANS.Ip. Ka. LKAAM Bayang ‘

9 | RISDAWATI,SH. Kasi Kesos Pendamping

10 | EVI SATRIA,S.Pd. Guru SMA ] Bayang %

11 | MAIDIN, S.Pd. Guru SMA 4 Bayang :

12 | TRI SUSANTI,S.Pd. Guru MAN ' Pessel I

13 | ZULKAMBRI, SH. Kasi Pelayanan :

14 | SURYA HADI PUTRA,S.Pd | Guru SMA 2 Bayang ¥

15 | RENI SRIANTI,S.Pdi. Guru SMP 2 Bayang ¢

16 | NOVA REVIKO,S.Pd. Kasi Trantib Bayang “

17 | DEWI DESVITA, SH. Staf Camat Bayang “

18 | REVI MARTA “ . S B
19 | NOFRI YENI,S.Pd. WKI. Ka. SMA 1 Bayang Pasilitator -
20 | HENI JASNITA,S.Pd. Ka. SD (5 Pasar Baru s

21 | RINA MELATI,S.Pd.M.Pd. | Ka. SD 22 Tanah Keras

22 | WIWI SARTIKA Ka. MIN Lubuk Aur

23 | NURMA YASNI Bundo Kanduang

24 | YESI RESWITA,S.IP. Kasubag Perencanaan & Keu

25 | CELSI OKTANELI ANDANI Siswa SMA 2 Bayang

26 | WAHYU ZETRI ILLAHI ‘

27 | ALIFA NUR HADIA ALBET &

28 | ZALSA BELLA GUSTI BUDI ¢

29 | JIHAN SAPUTRI Siswa SMP 2 Bayang

30 | RAGIL KAYLA SANTIA BELA “

31 | RAYSA KURNIA ILLAHI -

32 | IQBAL DEDRA PRATAMA ¢

(i e
‘
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